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PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi, 30 Oktober 1968, Umur
49 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara
Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan SD,
pekerjaan swasta, tempat tinggal Perum Delta Villa
Blok N No 04, RT 02, RW 013, Kelurahan Tiban baru,

Kecamatan Sekupang, kota Batam sebagai Penggugat;

melawan
Tergugat, tempat tanggal lahir Palembang, 21 April 1968, Umur 50 tahun,
jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal dahulu di, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui
keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia (Ghoib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2018
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal
01 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2003, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Propinsi Sumatra Selatan.
Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 16 April 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu)
orang anak yang bernama : Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di
Batam, tanggal 23 Juni 2004, Umur 14 tahun (Akte Terlampir);

4. Bahwa, pada dasarnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sangat harmonis dan tidak ada pernah terjadi keributan, namun
pada awal tahun 2012 Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 bulan dan
akhirnya terjadi keributan dan pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat adalah;

a. Bahwa, Tergugat pada awal tahun 2012 tidak pulang kerumah kediaman
Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat di temui di rumah
saudara tergugat di Palembang bersama seorang perempuan yang
bernama Fitri dan ternyata selama Tergugat tidak pulang selama 3 bulan
itu Tergugat hidup satu rumah dengan perempuan yang bernama Fitri
dan telah melakukan hubungan suami istri , semua itu telah di akui
Tergugat kepada Penggugat didepan saudara Penggugat dan saudara
Tergugat;

b. Bahwa, Penggugat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek
Babat Toman Kota Palembang, dan akhirnya Penggugat mencabut
Laporan Polisi karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan
Tergugat;

c. Bahwa, setelah kejadian Pencabutan Laporan di Polsek Babat Toman
Kota Palembang, Penggugat dan Tergugat kembali bersama di Batam;

d. Bahwa, Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012 , Penggugat dan
Tetrgugat ribut/cek cok kembali karena Tergugat mengulangi perbuatan
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yang sebelumnya yaitu menjalin hubungan dengan perempuan yang
lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak
diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan
berumah tangga dengan tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah Berusaha mengatasi permasalahan rumah
tangganya dengan cara mencari Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia
membayar biaya yang timbul;
Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batam segerah memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat (alm)) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX, atas nama Penggugat tanggal
12-02- 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXtanggal 16 April 2003, atas
nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Hilir, Propinsi
Sumatera Selatan, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
bukti P.2;

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik
kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Ferry Irawan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada
tahun 2003 di Ogan Komering llir;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Batam dan
telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 yang lalu
sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Juni 2012 yang lalu, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman
bersama, tidak pernah kembali lagi dan tidak tahu dimana
keberadaanya;

- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak
berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat,
naumun tidak berhasil;

2. Saksi ll, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman
di, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik
kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Ferry Irawan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada
tahun 2003 di Ogan Komering llir;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Batam dan
telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya rukun dan harmonis, nhamun sejak tahun 2012 yang lalu
sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Juni 2012 yang lalu, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman
bersama, tidak pernah kembali lagi dan tidak tahu dimana
keberadaanya;

- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak
berhasil;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat,

naumun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap
ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan
putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah
berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah
diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi usaha
tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan
atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan
gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena awal tahun 2012 antara
Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan : Tergugat berselingkuh dengan perempuan
lain, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat (alm)) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan
Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1,
karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangankan
kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang dibuat
oleh pejabat berwenang, substansinya memuat suatu pristiwva hukum dan telah
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bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mejelaskan
mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 a quo, harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Batam dengan demikian perkara
tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya
bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat,
oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 a quo, sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6
Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16
April 2003, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan
perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan
Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama
dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah
hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk
didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat
dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan
saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara serta
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, di samping itu keterangan saksi yang
satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171

- 176 RBg dan Pasal 308 — 309 RBg, secara formil dan materil keterangan

kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak
tanggal 16 April 2003 yang tercatan atas nama Penggugat dan Tergugat,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan,
Kabupaten Ogan Komering Hilir, Propinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa antara Pengugat dangan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Juni 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah
karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya
terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun
dalam rumah tangga;

3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha menasehati
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi

norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

wolall ade sllas lg=g, e azg )l ans), pac il 5]
sl

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka

Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.
2. Kaidah fighiyah yang berbunyi:
tllooll cd> o ol aamlaall s,

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalii dan alasan gugatan Penggugat telah
terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta
sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang
sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat
sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 2 gugatan
Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3, oleh karena
perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam
amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-
masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan
Penggugat angka 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs.
YENISURYADI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan H;.
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ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
t.t.d t.t.d
Dra. Hj. SITI KHADIJAH Drs. YENISURYADI, M.H
Hakim Anggota,
t.t.d

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H.
Panitera Pengganti,

t.t.d.

HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp250.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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